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Tax is the largest revenue of a country since it can be renewed flexibly in accordance with 
the developments. Tax is something that can be imposed on citizens as the reciprocity over 
the contra-actions made by the government, but of course the contra-achievement cannot 
be directly enjoyed by its citizens. The tax is levied by the government to finance the State 
budget. The population in this study is tax revenue consisting of Income tax (PPh), Value 
Added Tax & Sales Tax on Luxury Goods (PPN&PPnBM), Property Tax & Land and 
Building Rights Acquisition Fees (PBB&BPHTB), Other Taxes, Import Duties, Excise, 
and Export Taxes. While the sample in this study is Income Tax, Value Added Tax & Sales 
Tax on Luxury Goods, Property Tax & Land and Building Rights Acquisition Fees, Other 
Taxes, Import Duties, Excise, and Export Taxes from 2015-2019. The results of the study 
of Value Added Tax & Sales Tax on Luxury Goods and Import Duties variables have a 
positive and significant effect on state income, while the variables Income tax, property tax 
& land and building rights acquisition fees, Other Taxes, Excise, and Export Taxes have 
no effect on state revenues. 
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Abstraks 

 
Pajak merupakan penerimaan terbesar pada suatu negara karena dapat diperbaharui 
dengan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Pajak adalah sesuatu yang 
dapat dipaksakan kepada warga negara sebagai timbal balik atas kontraprestasi yang dil-
akukan pemerintah, tetapi tentu saja kontraprestasi tersebut tidak bisa langsung dinikmati 
oleh warga negaranya. Pajak dipungut oleh pemerintah untuk membiayai APBN. Populasi 
penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak yang terdiri dari PPh, PPN & PPnBM, 
PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Sedangkan sampel 
dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan PPh, PPN & PPnBM, PBB & BPHTB, 
Pajak Lainnya, Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar dari tahun 2015-2019. Hasil penelitian 
variabel PPN & PPnBM dan Bea Masuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pendapatan negara, sedangkan variabel PPh, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, Cukai, dan 
Bea Keluar tidak berpengaruh terhadap pendapatan Negara. 
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1. PENDAHULUAN  

Kemakmuran suatu negara ditandai 
dengan perekonomian yang stabil dengan tingkat 
inflasi yang rendah, bahkan hampir tidak ada. 
Perekonomian akan maju apabila didukung oleh 
sektor keuangan yang kuat. Salah satu pendapatan 

negara yang menjanjikan untuk dapat memenuhi 
kebutuhan perekonomian dan memenuhi ang-
garan pemerintah adalah dari sektor pajak 
(Kurniawati, 2017; Fatima & Adi, 2019; Herlan & 
Chasbiandani, 2019; Mahadianto & Rahmawati, 
2019; dan Iskandar, 2020). Pajak sebagai peneri-
maan negara, berkontribusi penting pada pemera-
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tan ekonomi  dan pertumbuhan ekonomi (FAHMI, 
2019 dan Sihaloho, 2020). Pemerintah membiayai 
pengeluaran publik menggunakan pajak dan re-
tribusi yang dipungut dari wajib pajak orang pri-
badi dan badan (Lin & Jia, 2019). Pajak mulai 
diperhitungkan keberadaannya sebagai sumber 
keuangan negara, karena sadar tidak bisa bergan-
tung selamanya dari sumber daya alam yang nan-
tinya akan habis. Pajak dapat digunakan untuk 
membiayai anggaran pengeluaran pemerintah 
(Waluyo, 2009). Pajak juga berfungsi sebagai alat 
untuk meningkatkan pemerataan ekonomi 
(Nusiantari & Swasito, 2019). 

Pajak merupakan penerimaan terbesar pada 
suatu negara karena dapat diperbaharui de-ngan 
fleksibel sesuai dengan perkembangan yang ter-
jadi. Penerimaan pajak negara dapat berupa 
langsung maupu pajak yang tidak langsung. Pajak 
langsung antara lain berupa pajak penghasilan, Pa-
jak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak 
lainnya. Sedangka pajak tidak langsung berupa 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Pertam-
bahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM) dan 
lainnya. Pajak pertambahan nilai memberikan kon-
tribusi yang besar terhadap penerimaan negara 
(Hartanti, Pujiwidodo, & Sianturi, 2018). 

Peningkatan penerimaan pajak diharapkan 
akan mampu menopang pengeluaraan negara. 
Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sa-
ngat penting. Upaya Peningkatan penerimaan 
pajak dapat dilakukan ekstensifikasi maupun in-
tensifikasi (Wulandari & Wibowo, 2020). Pening-
katan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan 
meningkatkan jumlah wajib pajak dan juga objek 
kena pajak (Lainutu, 2013; Amanah, Fauziati, & 
Puttri, 2018; dan Masyitah, 2020). Selain itu pe-
ningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 
untuk membayar pajak menjadi sangat penting 
(Herryanto & Toly, 2013; Soliha, Wibisono, & 
Hermawan, 2019; dan Yasa, Kesawa, & Dewi, 
2020). Upaya pemerintah dengan memberikan ke-
percayaan kepada wajib pajak untuk meng-hitung 
dan menyetor sendiri pajak me-rupakan upaya 
untuk menghindari penggelapan pajak (Pratiwi & 
Prabowo, 2019). Sehingga penerimaan pajak nega-
ra dapat meningkat. 

Peningkatakan sumber-sumber pajak akan 
berdampak positif pada penerimaan negara, na-
mun di sisi lain dapat menjadi disinsentif bagi per-
kembangan usaha. Pengenaan pajak yang terlalu 
tinggi dapat berpengaruh pada iklim usaha 
(Hartono & Setyowati, 2011; Joni, 2015; dan 
Nugroho et al., 2020). 

Pajak adalah sesuatu yang dapat dipaksa-
kan kepada warga negara sebagai timbal balik atas 
kontraprestasi yang dilakukan pemerintah, tetapi 
tentu saja kontraprestasi tersebut tidak bisa lang-
sung dinikmati oleh warga negaranya. Kesejahter-
aan masyarakat dapat tercapai apabila pajak di-
gunakan untuk membiayai kegiatan yang pro-
duktif sehingga mendatangkan keuntungan 
(Saragih, 2018). 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 
realisasi penerimaan pajak terhadap pendapatan 
negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengana-
lisis pengaruh pajak pertambahan nilai (PPh), 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertam-
bahan Nilai Barang Mewah (PPnMW), Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB),  Bea Perolehan Hak atas Ta-
nah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Cukai ter-
hadap pendapatan Negara. 

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Penerimaan negara pada sektor pajak ter-
diri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertamba-
han Nilai (PPN) & Pajak Pertambahan Nilai Atas 
Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) & Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Lain-nya. Se-
dangkan dari kepabeanan dan cukai meliputi Bea 
Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. 

PPh adalah pajak yang dipungut pada peng-
hasilan wajib pajak orang pribadi atau badan 
dalam suatu masa pajak, misalnya satu tahun 
(Resmi, 2016). PPh merupakan sumber penting 

bagi penerimaan pajak (Budi & Ajimat, 2019; dan 
Sihaloho, 2020). Pajak dapat mengurangi pertum-
buhan tenaga kerja dan mencegah angkatan kerja 
baru (Mawejje & Sebudde, 2019). 
H1: PPh berpengaruh negatif terhadap pendapatan 

negara  

PPN merupakan pajak yang dikenakan pa-
da benda atau barang pada saat pembuatan dan 
penyaluran, dimana pajak masukkan dapat dikre-
ditkan terhadap pajak keluaran. Artinya, ketika 
penjual diharuskan untuk mengenakan pajak pada 
semua penjualan mereka (pajak keluaran), mereka 
juga dapat mengklaim kredit (pajak masukkan) 
untuk pajak yang telah dikenakan pada pembelian 
mereka. Apabila konsumsi terhadap barang dan 
jasa meningkat, maka meningkatkan produksi ba-
rang dan jasa dimana akan terjadi penerimaan 
pajak yang tinggi (Handoko, Aimon, & Sofyan, 
2014). Semakin tinggi PPN akan semakin besar 
penerimaan pajak (Jusmani & Kurniawan, 2016) 
dan (Prayudi & Sejati, 2019). 
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H2: PPN dan PPnBM berpengaruh positif terhadap 
pendapatan negara. 

PBB merupakan pajak yang dikenakan ter-
hadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Un-
dang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. 
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas pero-
lehan hak atas tanah dan atau bangunan (Resmi, 
2016). Luas wilayah Indonesia tidak menjamin 
tingginya penerimaan pajak tanah dan bangunan. 
Persepsi biaya administrasi yang tinggi untuk 
memperbaharui data, manfaat (fiskal) rendah dan 
kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan 
pajak tanah atau bangunan menjadi tidak efektif 
(Kalkuhl et al., 2018). Peningkatan PBB menjadi 
penopang penting untuk penerimaan pajak. Se-
makin efektif dalam penagihan PBB, maka pen-
erimaan pajak akan semakin tinggi (Chandra, 
Sabijono, & Runtu, 2020) 
H3: PBB dan BPHTB berpengaruh negatif terhadap 

pendapatan negara. 

Bea Materai dan Bea Lelang merupakan pe-
nerimaan Negara yang tergolong pada pajak lain-
nya. Penggunaan Bea Materai dan Bea Lelang 
yang tidak dapat diprediksi menyebabkan ketid-
akpastian pada penerimaan pajak lainnya. 
H4: Pajak Lainnya berpengaruh negatif terhadap 

pendapatan negara. 

Bea masuk merupakan pajak terhadap ba-
rang impor. Pengenaan bea masuknya dipenga-
ruhi oleh jenis dan kondisi barang impor. Bea ma-

suk atas barang impor dihitung dari unsur harga 
barang (Cost), unsur Asuransi (Insurance) dan 
biaya angkut (Freight) yang dikonversi dalam 
satuan kurs Rupiah dengan nilai tukar yang berla-
ku pada hari dihitungnya bea masuk tersebut. 
Tingginya arus impor mempengaruhi kenaikan 
penerimaan pajak, sedangkan rendahnya arus im-
por mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak 
(Hilal & Lisna, 2019; Purwana, 2019, dan  

Masyitah, 2020). 

H5: Bea masuk berpengaruh positif terhadap 
pendapatan negara 

Cukai merupakan pajak yang diterapkan 
pada barang yang mempunyai kualifikasi sesuai 
undang-undang untuk meningkatkan kemakmu-
ran masyarakat (Kementrian Keuangan RI, 2007). 
Barang yang diterapkan pada cukai hanya tiga 
macam, yaitu etil alkohol (EA) atau etanol, minu-
man yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan 
hasil tembakau sehingga kemungkinan minim 

pendapatan pajaknya. Adanya pajak cukai akan 
meningkatkan pendapatan pemerintah tetapi 
mempunyai dampak negatif terhadap pertum-
buhan ekonomi (Suprihanti, Sinaga, & Kustiari, 
2019). 
H6: Cukai berpengaruh positif terhadap pendapa-

tan negara 

Bea keluar dibebankan pada kegiatan ek-
spor kepada wajib pajak sebagai PPN, seperti 
Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak 
(JKP). Adanya kebijakan pemerintah mengenai 
pajak ekspor berpengaruh pada pendapatan pro-
duk domestik yang berimpas pada penerimaan pa-
jak (Agusalim, 2014) 

H7: Bea Keluar berpengaruh negatif terhadap 
pendapatan Negara 

3. DATA DAN METODE  

Populasi penelitian ini adalah realisasi pen-
erimaan pajak yang terdiri dari PPh, PPN & 
PPnBM, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, Bea Masuk, 
Cukai dan Bea Keluar yang merupakan bagian 
dari pendapatan negara. Sampel penelitian ini 
adalah realisasi penerimaan pajak PPh, PPN & 
PPnBM, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya, Bea Masuk, 
Cukai dan Bea Keluar setiap triwulan selama lima 
tahun, yaitu tahun 2015-2019. Data secara tidak 
langsung diperoleh dari APBNKita kemen-
keu.go.id. 

4. HASIL 

Deskripsi Data Penelitian 

Berdasarkan tabel 1 diketahui rata-rata dan 
standar deviasi untuk masing-masing variabel. 
Nilai rata-rata penerimaan negara sebesar 34,10. 
Nilai ini menunjukkan rata-rata realisasi pen-
erimaan negara selama lima tahun. Besarnya nilai 
standar deviasi sebesar 0,78 menggambarkan ada-
nya penyimpangan dalam sistem penerimaan 
perpajakan. Nilai rata-rata PPh sebesar 33,50. Nilai 
ini menggambarkan ajak dapat mengurangi per-
tumbuhan tenaga kerja dan mencegah angkatan 
kerja baru(Mawejje & Sebudde, 2019). Besarnya 
standar deviasi sebesar 0,68 menunjukkan ren-
dahnya penyimpangan dalam penerimaan pajak 
PPh. Nulai rata-rata PPN & PPnBM sebesar 33,00. 
Nilai rata-rata tersebut menggambarkan apabila 
terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa, maka 
hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan pa-
jak, Besarnya standar deviasi sebesar 0,72 menun-
jukkan rendahnya penyimpangan masyarakat 
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dalam membayar PPN & PPnBM. Nilai rata-rata 
PBB & BPHTB sebesar 28,45 menggambarkan luas 
wilayah Indonesia tidak menjamin tingginya 
penerimaan pajak tanah dan bangunan. Persepsi 
biaya administrasi yang tinggi untuk memperba-
harui data, manfaat (fiskal) rendah dan kurangnya 

kesadaran masyarakat menyebabkan pajak tanah 
atau bangunan menjadi tidak efektif (Kalkuhl et 
al., 2018). Besarnya standar deviasi yang tinggi 
sebesar 2,11 menggambarkan adanya ketidakefek-
tifan dalam pemungutan pajaknya. 

 

                        Tabel 1. Deskripsi Statistik 

 Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi 

PN 33,00 35,00 34,1000 0,78807 
PPh 32,00 34,00 33,5000 0,68825 
PPNPPnBM 32,00 34,00 33,0000 0,72548 
PBBBPHTB 25,00 31,00 28,4500 2,11449 
Pajak Lainnya 28,00 30,00 28,9000 0,71818 
Bea Masuk 30,00 31,00 30,5000 0,51299 
Cukai 30,00 33,00 31,8500 0,93330 
Bea Keluar 27,00 30,00 28,3000 0,80131 

 
Nilai rata-rata pajak lainnya sebesar 28,90 

menunjukkan ketidakpastian dalam penerimaan 
pajaknya. Besarnya standar deviasi sebesar 0,71 
menunjukkan tingginya tingkat ketidakpastian 
dalam penerimaan pajak lainnya. Nilai rata-rata 
bea masuk sebesar 30,50 menggambarkan ting-
ginya arus impor mempengaruhi kenaikan pen-
erimaan pajak. Besarnya standar deviasi sebesar 
0,51 menunjukkan rendahnya penyimpangan da-
lam hal penerimaan bea masuk. Nilai rata-rata 
cukai sebesar 31,85 menggambarkan  adanya  pa- 

 

 
jak cukai cenderung meningkatkan pendapatan 
pemerintah tetapi mempunyai dampak negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya nilai 
standar deviasi 0,93 menunjukkan tingginya 
penyimpangan dalam hal penerimaan cukai. Nilai 
rata-rata Bea Keluar sebesar 28,30 menggambarkan 
rendahnya penerimaan pajak ekspor karena ke-
bijakan yang dikeluarkan pemerintah. Besarnya 
standar deviasi 0,80 menunjukkan adanya penyim-
pangan dalam penerimaan pajak ekspor. 

                               Tabel 2. Hasil Analisis Regresi 

 Koefisien SE t Prob. 

(Constant) 2,489 8,556 0,291 0,776 
PPh 0,125 0,206 0,607 0,555 
PPNPPnBM 0,821 0,283 2,904 0,013* 
PBBBPHTB 0,043 0,094 0,454 0,658 
Pajak Lainnya -0,056 0,296 -0,191 0,852 
Bea Masuk 0,259 0,295 0,876 0,038* 
Cukai 0,120 0,225 0,533 0,046* 
Bea Keluar 0,058 0,200 0,290 0,777 
R 
R2 
R2Adj 
F Hit 
F Prob 

0,943 
0,889 
0,824 
13,750 
0,000* 

                              Catatan: * sinifikan pada level 0,05. 
 

5. PEMBAHASAN 

PPh terhadap Pendapatan Negara 

PPh tidak berpengaruh terhadap pendapa-
tan negara. Hasil ini sesuai penelitian (Mawejje & 
Sebudde, 2019), Pa-jak dapat mengurangi pertum-
buhan tenaga kerja dan mencegah angkatan kerja 
baru. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja 
merasa penghasilan mereka yang kecil masih ha-
rus dikurangi pajak sehingga menyebabkan keeng-
ganan membayar pajak. Penerimaan PPh bisa 

mempunyai pengaruh positif atau negatif. Ber-
pengaruh positif, jika kenaikan PPh digunakan 
untuk membiayai barang publik. Sebaliknya ber-
pengaruh negatif jika kenaikan PPh tidak diim-
bangi untuk membiayai barang publik, sehingga 
menyebabkan kemampuan membayar pajak peng-
hasilan menurun. Kurangnya kesadar-an masya-
rakat dan minimnya pengetahuan mengenai pajak 
sedikit banyak menghambat pendapatan PPh, 
bahkan dalam pelaporan SPT seringkali menyem-
bunyikan harta yang dimiliki agar tidak kena 
pajak. 
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PPN & PPnBM terhadap Pendapatan Negara 

PPN & PPnBM mempunyai pengaruh posi-
tif dan signifikan terhadap pendapatan Negara. 
Hasil ini sesuai dengan penelitian (Egbunike, 
Emudainohwo, & Gunardi, 2018), yaitu terdapat 
pengaruh positif yang signifikan dari penerimaan 
PPN & PPnBM terhadap produk domestik bruto 
serta memberikan kontribusi yang signifikan ter-
hadap total pendapatan pajak pemerintah dan 
pertumbuhan ekonomi. Apabila konsumsi terha-
dap barang dan jasa meningkat, maka meningkat-
kan produksi barang dan jasa dimana akan terjadi 
penerimaan pajak yang tinggi (Handoko et al., 
2014). Pemerintah sebaiknya menetapkan ke-
bijakan yang menguntungkan terkait antara wajib 
wajib pajak dan pengelolaan pajak agar keberlang-
sungan PPN & PPnBM dapat meningkat. Pemu-
ngutan PPN dan PPnBM dirasa lebih mudah 
karena wajib pajak tidak membayar secara lang-
sung melainkan ditambahkan pada harga, sehing-
ga mau tidak mau wajib pajak harus membayar 
untuk menggunakan barang yang akan dipakai. 
Pola konsumtif masyarakat Indonesia menjadi 
salah satu faktot tingginya penerimaan PPN dan 

PPnBM. 

PBB & BPHTB terhadap Pendapatan Negara 

PBB & BPHTB tidak berpengaruh terhadap 
pendapatan Negara. Hasil tersebut tidak sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Sulistyowatie, 2018) yang menyatakan bahwa PBB 
& BPHTB berpengaruh terhadap pendapatan 
negara, tetapi hasil ini justru sesuai dengan pene-
litian yang dilakukan (Kalkuhl et al., 2018). Per-
sepsi biaya administrasi yang tinggi untuk mem-
perbaharui data, manfaat (fiskal) rendah dan ku-
rangya kesadaran masyarakat menyebabkan pajak 
tanah atau bangunan menjadi tidak efektif. Lu-
asnya wilayah Indonesia ternyata tidak berband-
ing lurus dengan pendapatan PBB & BPHTB, hal 
ini dikarenakan oleh sanksi yang le-mah dan 
kurangnya data yang akurat terhadap kepemilikan 
tanah dan bangun-an. Selain itu, pendataan NJOP 
(Nilai Jual Objek Pajak) yang tidak diperbaharui 
menyebabkan penerimaan PBB & BPHTB kecil. 
Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi NJOP 
setiap tahun mengingat harga jual yang berlaku 
setiap tahun mengalami kenaikan bahkan sudah 
jauh melebihi NJOP. 

Pajak Lainnya terhadap Pendapatan Negara 

Pajak lainnya tidak berpengaruh terhadap 
pendapatan negara. Hal ini karena pada penjualan 
materai tidak bisa dilakukan pengukuran yang 

tetap mengingat kebutuhan materai tidak bisa 
dipaksakan. Sedangkan lelang dilakukan tergan-
tung ada tidaknya kasus yang mengharuskan 
lelang. Jadi ketika tidak terjadi kasus maka penda-
patan pajak lainnya akan semakin kecil. 

Cukai terhadap Pendapatan Negara 

Cukai mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan Negara. Hasil ini 
sesuai dengan penelitian (Sitepu, 2016), yaitu cukai 
tidak semata-mata dipungut untuk pendapatan 
Negara namun penerimaannya justru meningkat 
setiap tahun. Penelitian (Suprihanti et al., 2019) 
menyatakan adanya pajak cukai akan meningkat-
kan pendapatan pemerintah tetapi mempunyai 
dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Dampak negatif yang timbul adalah berkurangnya 
berkurangnya produsen penghasil barang yang 
dikenakan cukai akibat pajak yang tinggi. Mes-
kipun barang yang dikenakan cukai hanya 3 ma-
cam, yaitu etil alkohol (EA) atau etanol, minuman 
yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan hasil 
tembakau tetapi proporsi penerimaan cukai ter-
hadap total penerimaan pajak memberikan kontri-
busi yang cukup signifikan. Penerimaan Cukai 
terbesar berasal dari cukai rokok, namun hal tidak 
sebanding dengan dampak yang diakibatkan 
rokok terhadap kesehatan masyarakat. Kontrover-
si akibat penggunaan rokok sering terjadi, tetapi 
pemerintah masih mempertahankan rokok karena 
pajaknya yang cukup tinggi. 

Bea Masuk terhadap Pendapatan Negara 

Bea Masuk berpe-ngaruh terhadap penda-
patan Negara. Hasil ini sesuai hasil penelitian 
(Hilal & Lisna, 2019), yaitu nilai impor berpe-
ngaruh signifikan pada penerimaan pajak impor 
berdasarkan hasil estimasi pada persamaan jangka 
panjang dan pendek membuktikan bahwa ting-
ginya arus impor menyebabkan tingginya penge-
naan pajak perdagangan internasional dan pada 
akhirnya penerimaan pajak impor, yaitu bea ma-
suk dan pajak dalam rangka impor juga mening-
kat. faktor lain yang mem-pengaruhi bea masuk 
adalah inflasi. Jika dilihat dari sisi pendapatan 
pajak, semakin banyak impor akan meningkatkan 
penerimaan pajak, tetapi bagi perekonomian akan 
mengalami keterpurukan karena masyarakat cen-
derung membeli barang impor dan produk dalam 
negeri menjadi tidak laku. 

Bea Keluar terhadap Pendapatan Negara 

Bea Keluar tidak berpengaruh terhadap pen-
dapatan Negara. Hasil ini sesuai dengan penelitian 
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(Agusalim, 2014) yang menyatakan bahwa Bea 
Keluar tidak berpengaruh pada pendapatan 
produk domestik bruto dikarenakan adanya ke-
bijakan pemerintah mengenai pajak ekspor. Se-
karang ini pemerintah telah memperbaiki ke-
bijakan pajak ekspor untuk meningkatkan pereko-
nomian negara dengan kebijakan yang lebih ber-
pihak pada pengusaha yang bergerak dibidang 
ekspor yaitu tax holiday atau pajak dengan tarif 0%. 
Tax holiday dimaksudkan untuk mendorong roda 
perekonomian agar pengusaha tergerak melaku-
kan ekspor untuk memperbaiki ekonomi sehingga 
tercapai masyarakat yang sejahtera. Pajak ekspor 
cenderung berpengaruh efektif dalam penetapan 
harga secara internasional, besarnya perdagangan, 
dan distribusi pendapatan.  

6. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dil-
akukan menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) & Pajak Pertambahan Nilai Atas Ba-
rang Mewah (PPnBM), Bea Masuk dan Cukai 
berpengaruh terhadap penerimaan negara dengan 
arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Pertambahan 
Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea MAsuk 
dan Cukai berkontribusi yang signifikan terhadap 
penerimaan negara. Sedangkan Pajak Penghasilan, 
PPh, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) & Bea Pero-
lehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 
dan Pajak Lainnya serta Bea keluar vtidak ber-
pengaruh terhadap penerimaan negara. 

Penelitian ini terbatas pada periode periode 
2015-2019, untuk penelitian selanjutnya dapat dila-
kukan dengan waktu yang lebih Panjang sehingga 
dapat dilihat juga kecenderungannya. Penelitian 
ini juga hanya menganalisis data kondisi makro-
ekonomi negara. Untuk penelitian selanjutnya da-
pat menambahkan kondisi makroekonomi. 
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